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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN  

4.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Karimun. 

A.Sekretariat 

Tugas : 

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian 

dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

Fungsi : 

a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

b. Penyusunan rencana program dan anggaran 

c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, 

hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat 

d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, 

ganti rugi, tindak lanjut LHP danpengelolaan sarana 

B.   Subbagian perencanaan 

Tugas: 
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melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran di 

lingkungan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten 

C.   Subbagian tata usaha 

Tugas : 

melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, 

kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi 

D   Subbagian dan Keuangan dan Sarana 

Tugas : 

melakukan administrasi keuangan, pengelola barang milik/kekayaan 

negara serta sarana program 

E.   Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan 

Tugas : 

melaksakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, 

penyuluhan dan penggerakan di kabupaten. 

Fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, 

sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, 

sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan 

dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana 
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c. Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi 

keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana 

d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah 

dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk 

F.   Seksi Advokasi dan Penggerakan 

Tugas : 

menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan 

teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan Advokasi  dan penggerakan. 

G.   Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB 

Tugas : 

menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan 

teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi 

pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP. 

H.   Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga 

Tugas : 

melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan 

kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan 

evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga. 

I.   Bidang Keluarga Berencana 

Tugas : 
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melaksakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan keluarga berencana di 

kabupaten. 

Fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga Berencana 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana 

c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di 

bidang Keluarga Berencana 

d. Pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian 

alat obat kontrasepsi di Kabupaten dan kota 

e. Pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten /Kota 

J.   Seksi Jaminan Pelayanan KB 

Tugas : 

penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan 

teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi 

jaminan pelayanan KB di Kabupaten. 

K.   Seksi Pembinaan Kesertaan KB 

Tugas : 

penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan 

teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi 

pembinaan dan peningkatan kesertaan ber - KB. 

L.   Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

Tugas : 
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melaksakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan 

keluarga. 

Fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan 

keluarga 

b. Pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga 

c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita 

d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan kerahanan 

remaja 

e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan 

rentan 

f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga 

sejahtera melalui usaha mikro keluarga 

M.   Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera 

Tugas : 

penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan 

teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi 

pemberdayaan keluarga sejahtera. 

N.   Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak 

Fungsi : 

a.    penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan 

kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, 
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dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan 

orang; 

b.     penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan 

perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang 

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak 

pidana perdagangan orang; 

c.     penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan 

penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak 

pidana perdagangan orang; 

d.     penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan 

dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di 

bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 

tindak pidana perdagangan orang; 

e.    penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan 

kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak 

pidana perdagangan orang; 

f.     penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan 

pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di 

bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 

tindak pidana perdagangan orang; 
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g.    penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang 

pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah 

tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus 

serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

h.    penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang 

perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam 

rumah tangga, di bidang 

i.      ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak 

pidana perdagangan orang; 

j.      penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 

pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah 

tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus 

serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

k.     penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 

perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam 

rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 

khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

l.      penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 

perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 

darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

m.   penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban 
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kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 

darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

n.    penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 

perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di 

dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 

kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

o.     pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang 

pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah 

tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus 

serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

p.    pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang 

perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam 

rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 

khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

q.     penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; 

r.      penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan 

khusus anak; 

s.      penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; 

t.     penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang 

perlindungan khusus anak; 

u.    penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 

perlindungan khusus anak; 
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v.     penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; 

w.   penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi 

anak yang memerlukan perlindungan khusus; 

x.     penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi 

anak yang memerlukan perlindungan khusus; 

y.    pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang 

perlindungan khusus anak; 

z.     penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 

penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;  

42. Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Karimun.  

Gambar 4.1 

 

 

 

 

 

 


